] N A 1.
LEMBARAN — DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1976 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 1875

TENTANG

IZIN MENGADAKAN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN KERAS

; DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGEAT II REMBANG

Menimbang : 1. bahwa peraturan daerah Kabupaten Rem’
bang tentang penjualan minuman keras
tanggal 25 Juni 1954 disahkan oleh Dewan
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Tengah

! tanggal 25 Tuli 1955 No.U: 69/5/1 dengan se-
: ¢ gala rangkaian dan perubahannya dipan-
dang sudsh tidak sesuai lagi dengan per-
kembangan keadaan pada dewasa ini ;
2. bahwa perlu memperbaharui peraturan da-

i erah tersebut sub 1 diatas ;

4 Mengingat : 1. Undang-undang No § tahun. 1974 tentang

? pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;

2. Undang-undang No. 13 tahun 1850 yo Per-

aturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten

! dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- MEMUTUSKAN

| Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
! TINGKAT II REMBANG TENTANG IZIN MENG-
| ADAKAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
= KERAS.

L

Pasal 1. ]
(1) Dilarang menjual minuman keras tidak se-idzin Bupatl
Kepala Daerah Tingkat 1I Rembang.
i (2) Penjualan minuman keras dapat diidzinkan hanya yang

berjumlah kurang dari tujuh liter. ;
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( 3) Bir, den semua minuman lainnya, yang kadarnya alko-
hol kurang dari 259, tidak dianggap sebagai minuman
keras menurut pengertian peraturan daerah ini,

‘ Pasal 2,

(1) Penjualan dibagi dalam :
a. penjualan untuk diminum dalam tempat penjualan;
b. penjualan untuk diminum diluar tempat penjualan.

(2) Penjualan tersebut sub b dari ayat (1) tidak beleh di-
lakukan selainnya dalam botol-botol, kan-kan atau buli-
buli yang tertutup dan dibubuhi kapsel (gecapsuleerd)
atau tertutup dan disegel, yang isinya sedikit-dikitnya
dua desiliter

( 3) Ketentuan minuman ini tidak berlaku untuk penjualan’

"pahit” (bitters) dan minuman-mmuman yang mengan-
dung alkohol serupa ituy, yang kadar alkoholnya sedikit-dj
kitnya 65% dan menjadi keruh jika dicampur dengan air
sampai 43%, asalkan minuman-minuman itu dijual da-
lam botol-botol, kan-kan atau buli bulj yang tertutup
menurut cara tersebut ayat (2) dan dibubuhi etiket yang
menyebutkan nama pembuatnya, tempat, dimana minum-
an-minuman itu dibuat, serta nama yvang dipakai untuk
minuman-minuman keras itu dalam perdagangan.

(4) Semua penjualan yang caranya berlainan dengan yang
dimaksud dalam ayat (2) dan (3, dianggap sebagai pen-
jualan buat diminum ditempat penjualan.

Pasal 3,

(1) Permohonan untuk mendapat idzin harus diajukan de-
ngan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, dalam mana
harus disebutkan ;

a. nama dan nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal
pemohon status Kewargaan Negara ;

b keterangan yang jelas tentang ruangan atau ruang- f
an-ruangan dengandisebutkan luasnya masing-masing,

dan tentang persila dalam mana ruangan itu terletak:
¢. jenis idzin yang diminta sepertl termaksud dalam
pasal 2 ayat (1);
d. sebuah gambar sekets dari ruangan atau ruangan-
ruangan dan persilnya tersebut sub b.
(2) Jikalau permohonan idzin diajukan oleh :
d. suatu perkumpulan, harus dilampiri pula sehelai tu-
runan atau salinan anggaran dasar, peraturan rumah
tangga, dan turunan dari undang-undang atau surat ke-
putusan, yang mengakui perkumpulan ita sebagal suatu
badan hukum, dalam hal ini dan dalam hai termaksud
sub b ayat ini Bupati Kepala Daerah berhak meminta
daftar nama-nama kecil Veoornaam) dari anggota-ang-
gota pengurusnya atau jumlah nama-nama kecil dari
anggota biasa; =
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b. suatu perseroan dagangd, harus dilampiri pula sehe-
lai turunan atau salinan dan akis pendiriannya dan
surat keputusan pengesahannya dari yang berwajib.

(3) Surat permohonan idzin dalam tempo satu minggu, ter-
hitung mulai tanggal panerimaanny g, oleh Bupati Kepala
Daerah, atau atas namanya, diumumkan kepada khalayak
dengan cara yang lazim dipakal,

(4) Dalam tempo satu bulan, terhitung mulai tanggal peng-
umumannya setiap orang berhak untuk mengajukan ke-
beratan-keberatan dengan tertulis kepada Bupati Kepala
Daerah terhadap akan dikabulkannya permohonan idzin
itu.

.( 5) Jika tidak diterima keberatan-keberatan yang beralasan

maka sehabis waktu tersebut dalam ayat (4), idzin di-
berikan kecuali apabila permohonan itu ditolak.

( 6 ) Permohonan idzin hanya dapat ditolak berdasar alasan-
alasan karena kepentingan dan ketertiban umum.

(7) Penolakan permohonan idzin dilaksanakan dengan surat
keputusan dan kepada pemochon diberikan turunan su-
rat keputusan ini.

Pasal 4.

(1) Idzin-idzin tersebut dalam pasal 3 hanya berlaku untuk
pemehon sendiri dan tidak dapat dilimpahkan pada fihak
lain, dan mengenal ruangan-ruangan dan turutan-turut-
annya tidak boleh melebihi dari yang telah ditentukan
galam surat idzin

( 2 ) Buat tiap-tiap cara menjual menurut pembagian seperti
termaksud dalam pasal 2, perlu diadakan idzin sendiri-
sendiri, dengan pengertian bahwa dalam peridzinan
untuk menjual minuman keras menurut pasal 2 ayat (1) &,
termasuk pula peridzinan untuk menjual minuman ter-
sebut dalam ayat (1) b.

( 3) Jika pemegang idzin meninggal dunia, maka ahli waris-
nya atau orang yangd pertindak sebagai wakil/kuasanya
perhak melanjutkan penjualan minuman - keras selama
tiga bulan, terhitung mulai hari meninggalnya, sehabis

waktu mana surat idzin tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

ldzin mengadakan tempat penjualan minuman sekali-
kali tidak akan diberikan :

a. untuk warung-warung; ’

b. untuk ruangan yang letaknya dalam lapangan suatu pasar,

Pasal 6. -

D: Kantor Sub Direktorst Perekonomian Kabupaten Da-
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erah Tingkat I{vRembang di-selenggarakan sebuah daftar dari
adanya pemegang-pemegang idzin, yang dapat dilihat oleh
setiap brang selama waktu jam bekerja.

Pasal 7.

Pemegang idzin diharuskan : £

menempelkan sehelai turunan dari surat keputusan pemberian
idzinnya yang ditanda tangani oleh Sekretaris Wilayah/Da-
erah, ditempat dalam ruangan penjualan yang mudah terhhat
oleh umum ;

menggantungkan sebuah papan ditempat yang mudah dilihat _

oleh umum yang memuat perkataan "[ZIN" dituiis dengan{
huruf yang tingginya sedikit-dikitnya 10 cm, dan lebarnya
1 cm, nama pemegang idzin dan perkataan - perkataan :
"Diminum dalam tempat penjualan” atau Diminum diluar tem-
pat penjualan” satu dan lain menurut jenis izin yang diberi-
kan.

Pasal 8

(1) 1dzin dicabut atau dapat dicabut oleh Bupati Kepala
Daerah;

a. atas permintaan pemegang idzin atau berdasar per-
nyataan tertulis dari padanya, bahwa ia menghentikan
perusahaannya;

b. jika berlangsungnya idzin itu bertentangan dengan
ketertiban dan kepentingan umum;

c. jika pajak yang ditetapkan dalam "Peraturan Daerah
Tingkat II Rembang tentang pajak penjuzlan minuman
keras” tidak dilunasi dalam tempo yang telah ditentu-
kan dalam peraturan daerah itu.

( 2) Bupati Kepala Daerah berhak :

a. dalam keadaan yang sangat mendesak, menghentikan

dengan seketika penjualan minuman keras; {

b. menentukan hari-hari untuk menutup ruangan-ruang-
an tersebut dalam idzin buat penjualan untuk dimi-

num ditempat penjualan selama sehari penuh atau =

beberapa jam tertentu, bilamana karena keadaan-
keadaan timbul kekhawatiran, bahwa penjualan mi-
numan keras akan meslebihi batas.

(3) Setelah menerima pemberian tahu terrulis Bupati Kepala
Daerah, pemegang idzin wajib menjalankan semua pa-
rintah - perintah yang diberikan cleh atau atas nama
Bupati Kepala Daerah yang berhubungan dengan peng-
hentian penjualan minuman keras.

Pasal 9,

(1) Dalam hal idzin dicabut, pemegang idzin harus :
a. mengembalikan turunan surat- keputusan termaksud

.
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dalam 7 sub b;
} m::';:“_ kirkan papan tersaguii daia@m pasal 7 sub bj;
Jh(a ini tidak dipeauhi “nn;‘ tersebut akan
ixerjakan oleh atau atas nama Supal +i Kepala Daerah
atas biaya yang melalaikan.
(2) Dinas Pendapatan Daerah Kabugatez Daerah Tingkat II
Rembang mendapat turunan dar: sa:ua surat-keputusan
pencabutan idzin,

ki
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Pasal 10.

a. membayar upah-upah kerj a dalam ruzagan-ruangan péen-
::E_a'l dan tempat-lempat turuian=ya =:n upah untuk pe-
erjaan-pekerjaan yang dilakuxan : Tuangan-ruangan

atzu tempat-tempat itu, atau u antak pekerjaan yang ber—

talian dengan perusahaannya

D‘,"=n1,e'e“5garahan musik, gamzalal

ain untuk para pengunjung disx
dalam L,aeal 2 ayat (1) a;

‘ [h

3 bunyi-bunyian
njualan tersebut

¢. menjuzl. menawarkan. mengsaluarkan
minuman keras yang susun ‘_.y'a 1

1
punya! persediaan minuman keras

4 atau dibagi.
d. hal-hal yang dapat memancing L cerpuzian mesum/maksiat.
Pasal 1L

Kerpzla Fekerjaan Umum Kabugpatez, Xspaia Sub Direktorat

Par vonaomian, Kepala Sub Inspexiorz Dz=rah dan Dinas

Xessnatzn Kabupaten adalah p:;a‘.\..l --3zg ditugaskan untux

peagusuian pelang garan-pelanggaran Taraturan daerah ini,
Pasal 12.

¢1) Pegawai- pegawal termaks: ud dale= pa asal 1l berhak :

a. ..--:ct':‘.asukl suatu tempat yang
t d‘oergunakan eniuk me=xjual minuman keras,
m meanjalankan psengawasazt menurat ketentuan-

by

mendapat idzin

<

<=tsn uan dalam peraturan dasral ini;

b -_u.,'nta pada pengurus perusahaan "atau wakiinya
untuk memberikan semua kelerangan -keterangan dan
partuannya yang diperiukazn dzlzm men]ala"lkaq tugas

ita;

c. mawajibkan pada pengurus ceruszhaan atau wakun{a
untuk - maqunjqkkcq par :nva minuman Xeras
dan jika ada persangk vaag sungguh- sungguh
pahwa susunannya tidax ':_.‘.<, ::mperbolehm 1 me-
reka untuk membawa *.: :m—z2 #u dencan tempat-
rys, buat dper.}\aa iz aatuk kﬂpeﬂ uan itu

membav =vi minuman keras, dalam

v3a ntoh-con

nal ini hikKa d.;..-m::.




Pasal 13,

1 idzin adalah suatu psarssroa:z
atau suat il 1, maka yang bertangguag jzs
ditaatin stzntuan dalam psraturan &z

ialah an oengurusnya.

Pasal 14,

l , 7, pasal 8 ayat (3) d
hukum dengzn \Jmun kurungan sals

nIJ
ngd

(2)

Pasal 15.

(1) Peraturan dasrzh ini dinamakan "Peratur
:zjunlan minuman keras K
embang”, dan mulai ber!
peng '1da*1ganr.}'a

n
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(2 ' Sejak saat mulal ”=na’.<unya parat
berlaku lagi Peratzran Daerah Kab
tang penjuzlaz minuman keras

disahkan oleh Devan Pemerintah D

ggar ketentuan-ketentus

:"'7
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dengan surat k

xilan Rakyat Daerah
ah Tingkat T Rembang
Kstua,

"‘G

( JAGI GITOE )

n Lembaran Dasrah
ingkat IT Rembang
pada tanggal
oo 1975 Seri B,

Leputusannya ta:‘g
5/1, diundangkan dalam Lembara
tanggal 5 Septembear 1935 {Tam
dengan segala rangkaian dan

125 Juli 1655 No.U.69/
n Propinsi Jawa-Tengah
mbzhan Seri C No. 29)

psrubahannya,

S, 21 Nopember 1§73
Supad Kegpala Daerah Tingkat I
Rembang,

(Drs. SOEHARJONO )

NiP. 010022832.

cleh Gubernur Kepala
gkat I Jawa - Tengah
! keputusan tanggal

4 April 1973 No. * Huk. 60/17.

Sekretaris Daeran,

" Drs. SOEHOED)

NI?, 300031888,



